BAB III

HAK IMUNITAS ANGGOTA DPR DALAM UU NO. 17 TAHUN 2014 TENTANG
MPR, DPR, DPD DAN DPRD

A. Hak Imunitas Anggota DPR
1. Pengertian Hak imunitas anggota DPR

Kehadiran hukum dalam masyarakat di antaranya adalah untuk
mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang
bisa bertubrukan satu sama lain itu oleh hukum diintegrasikan sedemikian
rupa sehingga  tubrukan-tubrukan itu bisa  ditekan sekecil-
kecilnya.Pengorganisasian kepentingan-kepentingan itu dilakukan dengan
membatasi dan melindungi kepentingan-kepentingan tersebut. Memang,
dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan-
kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi

kepentingan di lain pihak’

Hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara
mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka
kepentingannya tersebut.Pengalokasian kekuasaan ini dilakukan secara
terukur, dalam arti ditentukan keluasan dan kedalamannya.Kekuasaan yang
demikian itulah yang disebut sebgaai AhakDengan demikian setiap

kekuasaan dalam masyarakat itu bisa disebut sebagai hak, melainkan hanya

! satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, (Semarang: PT. Citra Adytia Bhakti, 2014), hal. 53-56.
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kekuasaan tertentu saja, yaitu yang diberikan oleh hukum kepada

seseorang.

Antara hak dan kewajiban terdapat hubungan yang sangat erat.
Yang satu mencerminkan adanya yang lain. Cirri-ciri yang melekat pada
hak menurut hokum adalah sebgaai berikut (Fitzgerald, 1966 : 221)*

1. Hak itu dilekatkan kepada seseorang yang disebut sebagai pemilik atau
subjek dari hak itu. Ia juga disebut sebagai orang yang memiliki titel
atas barang yang menjadi sasaran dari hak.

2. Hak itu tertuju kepada orang lain, yaitu yang menjadi pemegang
kewajiban. Antara hak dan kewajiban terdapat hubungan korelatif.

3. Hak yang ada ;pada seseorang ini mewajibkan pihak lain untuk
melakukan (Commission) atau tidak melakukan (Omission) sesuatu
perbuatan. Ini bisa disebut sebagai isi dari hak.

4. Commission atau Omission itu menyangkut sesuatu yang bisa disebut
sebagai objek dari hak.

5. Setiap hak menurut hukum itu mempunyai titel, yaitu suatu peristiwa
tertentu yang menjadi alasan melekatnya hak itu pada pemiliknya.

Pengertian “hak” pada akhirnya juga dipakai dalam arti kekebalan
terhadap kekuasaan hukum orang lain. Sebagaimana halnya kekuasaan itu
adalah kemampuan untuk mengubah hubungan-hubungan hukum,
kekebalan ini merupakan pembebeasan dari adanya suatu hubungan hukum
untuk bisa diubah oleh orang lain. Kekebalan ini mempunyai kedudukan
yang sama dalam hubungan dengan kekuasaan, seperti antara kemerdekaan
dengan hak dalam arti sempit: kekebalan adalah pembebasan dari

kekuasaan orang lain, sedang kemerdekaan merupakan pembebasan dari hak

orang lain.

Lembaga legislatif adalah lembaga yang memegang kekuasaan

membuat undang-undang sebagai sistem lembaga perwakilan rakyat.

? Satjipto Rahardjo, llmu Hukum, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), hal. 55.
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Cabang kekuasaan legislatif adalah cabang kekuasaan yang pertama-tama
mencerminkan kedaulatan rakyat®. Kegiatan bernegara, pertama-tama
adalah untuk mengatur kehidupan bersama. Oleh sebab itu, kewenangan
untuk menetapkan peraturan itu harus diberikan kepada lembaga
perwakilan rakyat atau parlemen atau lembaga legislatif.Oleh karena itu,
fungsi pengaturan (regelende functie) ini berkenaan dengan kewenangan
untuk menentukan peraturan yang mengikat dan membatasi. Dengan
demikian, kewenangan ini utamanya hanya dapat dilakukan sepanjang
rakyat sendiri menyetujui untuk diikat dengan norma hukum yang
dimaksud sebab cabang kekuasaan yang dianggap berhak mengatur pada
dasarnya adalah lembaga perwakilan rakyat.Dalam pengaturan yang lebih
tegas dapat dilihat dalam pasal 224 undang-undang no. 17 tahun 2014%,

yaitu:

1) Anggota DPR tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena
pernyataan, pertanyaan, dan / atau pendapat yang dikemukakannya
baik secara lisan maupun tertulis di dalam rapat DPR ataupun di luar
rapat DPR yang berkaitan dengan fungsi serta wewenang dan tugas
DPR.

2) Anggota DPR tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena sikap,
tindakan, kegiatan di dalam rapat DPR ataupun di luar rapat DPR yang
semata-mata karena hak dan kewenangan konstitusional DPR dan /
atau anggota DPR.

3) Anggota DPR tidak dapat diganti antarwaktu karena pernyataan,
pertanyaan, dan / atau pendapat yang dikemukakannya baik di dalam
rapat DPR maupun di luar rapat DPR yang berkaitan dengan fungsi
serta wewenang dan tugas DPR.

4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam
hal anggota yang bersangkutan mengumumkan materi yang telah

¥ Jimly Asshiddigie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, ( Jakarta: Raja Grafindo Persada,
2013), hal. 299.
* Pasal 224 UU No. 17 Tahun 2014
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disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan atau hal lain yang
dinyatakan sebagai rahasia negara menurut ketentuan peraturan
perundang-undangan.

5) Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR yang
diduga melakukan tindak pidana sehubungan dengan pelaksanaan tugas
sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) harus
mendapatkan persetujuan tertulis mahkamah kehormatan dewan.

6) Mahkamah Kehormatan Dewan harus memproses dan memberikan
putusan atas surat permohonan tersebut dalam jangka waktu paling
lama 30 hari setelah diterimanya pemanggilan keterangan tersebut.

7) Dalam hal Mahkamah Kehormatan Dewan memutuskan tidak
memberikan persetujuan atas pemanggilan anggota DPR, surat
pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak memiliki
kekuatan hukum/ batal demi hukum.

Dalam kamus hukum, Sudarsono membagi hak imunitas ke dalam 2

(dua) bagian:

1) Hak anggota DPR dan para menteri untuk menyatakan melalui
tulisan atau membicarakan segala hal kepada lembaga tersebut
tanpa dapat dituntut di muka pengadilan.

2) Kekebalan hukum bagi kepala Negara, perwakilan diplomatik
dari hukum pidana, hukum perdata dan hukum tata usaha

negara yang dilalui atau negara tempat mereka ditempatkan

atau ber‘tugas.5

Dalam hukum dikenal 2 (dua) macam hak Imunitas, yaitu: hak
imunitas mutlak, yaitu hak imunitas yang tetap berlaku secara mutlak
dalam arti tidak dapat dibatalkan oleh siapapun. Sedangkan hak imunitas

kualifikasi bersifat relatif, dalam arti hak imunitas ini masih dapat

>Sudarsono, Kamus Hukum, (Jakarta : Rineka Cipta, 1999), 155.
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dikesampingkan. Manakala penggunaan hak tersebut “dengan sengaja”
dilakukan menghina atau menjatuhkan nama baik dan martabat orang lain.

Yang termasuk kedalam hak imunitas absolut (mutlak) adalah
pernyataan yang dibuat dalam sidang-sidang atau rapat rapat parlemen,
sidang-sidang pengadilan yang dilakukan oleh pejabat-pejabat publik tinggi
menjalankan tugasnya. Sedangkan yang tergolong ke dalam hak imunitas
kualifikasi adalah siaran pers tentang isi rapat-rapat parlemen atau sidang
pengadilan, ataupun laporan pejabat yang berwenang tentang ini rapat
parlemen atau sidang pengadilan tersebut.

Beberapa hal yang dianggap kontroversial oleh beberapa kalangan
diantaranya adalah UU MD?3 yang baru ini dianggap terlalu cepat dan
cenderung tergesa-gesa dalam pembahasannya. Selanjutnya UU MD3
terbaru ini tidak secara tegas mengadopsi substansi amar Putusan MK
Nomor 92/PUU-X/2012 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 27
Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD dan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan terhadap Undang- Undang Dasar 1945. Kemudian, UU ini
dianggap memberikan hak imunitas bagi anggota DPR untuk diperiksa oleh
KPK terkait kasus korupsi. Serta, pembentukan dan pembubaran alat
kelengkapan dewan (AKD). Salah satu AKD yang dibubarkan.

Dari beberapa kontraversi tersebut, terdapat satu hal yang perlu

diketahui bersama oleh kita yaitu terkait hak imunitas anggota DPR RI.

® Munir Fuady, Konsep NegaraDemokras, (Bandung: Refika Aditama, 2010), 264.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id



42

Dalam keberadaannya hak ini kadang menjadi hal yang kontroversial di
tengah masyarakat. Mengingat pelaksanaan hak ini oleh sebagian kalanan
masyarakat dianggap sebagai dasar untuk menghindari penjatuhan sanksi
hukum oleh anggota parlemen dalam pelaksanaan tugas dan
kewenangannya sebagai wakil rakyat. Hak imunitas parlemen dapat
dipersamakan dengan hak imunitas legislatif, pada dasarnya merupakan
suatu sistem yang memberikan kekebalan terhadap anggota parlemen agar
tidak kenai sanksi hukuman. Bahkan dalam English Bill of Rights,
dinyatakan bahwa kebebasan untuk berbicara dan berdikusi atau berdebat
di parlemen, tidak dapat di-impeach atau dipertanyakan dalam persidangan
di lembaga peradilan.

Setelah dijabarkan undang-undang diatas termasuk hak imunitas.
Pengecualian dari penggunaan hak imunitas bagi seorang Anggota DPR,
dikemukakan dalam pasal 196 ayat (4) Undang-undang MD3 yaitu terdiri
dari dua hal. pertama, anggota parlemen yang bersangkutan
mengemukakan isi materi rapat yang telah disepakati dilakukan rapat
secara tertutup. Kedua, mengemukakan hal lain yang dimaksud dalam
ketentuan mengenai rahasia negara, yang saat ini justru belum jelas
menginggat pengaturan mengenai rahasia negara belum diatur dalam
undang-undang.

Demokrasi pada intinya ialah pemerintah dari rakyat, oleh rakyat

dan untuk rakyat’. Demokrasi sebagai dasar kehidupan bernegara memberi

" Soehino, llmu Negara, (Yogyakarta: Liberty, 1996), hal. 204.
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pengertian bahwa pada tingkat terakhir rakyat memberikan ketentuan
dalam masalah-masalah pokok mengenainya kehidupannya, termasuk
dalam menilai kebijakan Negara, karena kebijakan tersebut menentukan
kehidupan rakyat. Negara Demokrasi ialah Negara yang diselenggarakan
berdasarkan kehendak dan kemauan rakyat, atau jika ditinjau dari sudut
organisasi, ia berarti suatu pengorganisasian Negara yang dilakukan oleh
rakyat sendiri dengan persetujuan rakyat karena kedaulatan berada
ditangan rakyat. Pengertian kedaulatan itu sendiri oleh Ismail Sunny
diartikan sebagai wewenang tertinggi yang menentukan segala wewenang
yang ada dalam suatu Negara.®

Pada prinsipnya hak imunitas yang dalam bahasa Indonesia disebut
juga dengan hak kekebalan, secara konstitusional telah diatur
keberadaannya dalam pasal 20A Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945°, yang dinyatakan bahwa selain hak yang
diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, Dewan Perwakilan
Rakyat mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan
pendapat, serta hak imunitas.

Dalam konteks kekinian, pelaksanaan hak imunitas anggota DPR RI
telah diatur dalam Pasal 224 Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2014
tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (Undang-Undang MD3). Terdapat 3
(tiga) hal pokok yang diatur dalam Pasal 224 tersebut, yaitu pertama,

Anggota DPR tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena pernyataan,

8 Ismail Sunny, Mekanisme demokrasi pancasila, varuna jaya,. Hal. 3.
% Pasal 20A ayat (3) UUD 1945 pasca amandemen.
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pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakannya baik secara lisan
maupun tertulis di dalam rapat DPR ataupun di luar rapat DPR yang
berkaitan dengan fungsi serta wewenang dan tugas DPR, kedua, Anggota
DPR tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena sikap, tindakan,
kegiatan di dalam rapat DPR ataupun di luar rapat DPR yang semata-mata
karena hak dan kewenangan konstitusional DPR dan/atau anggota DPR.

Ketiga, Anggota DPR tidak dapat diganti antarwaktu karena
pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakannya baik di
dalam rapat DPR maupun di luar rapat DPR yang berkaitan dengan fungsi
serta wewenang dan tugas DPR. Namun demikian, pelaksanaan hak
imunitas Anggota DPR ini juga tidak bisa dijalankan secara mutlak. Dalam
ketentuan dalam Pasal 224 ayat (4) Undang-Undang MD3, mengecualikan
terhadap anggota DPR RI yang mengumumkan materi yang telah
disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan atau hal lain yang
dinyatakan sebagai rahasia negara menurut ketentuan peraturan perundang-
undangan. Ketentuan ini dirasakan penting menurut penulis agar Anggota
DPR RI dapat menjaga kerahasiaan terhadap materi yang telah
disepakatidalam rapat tertutup untuk dirahasiakan atau hal lain yang
dinyatakan sebagai rahasia Negara menurut ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Berdasarkan pemaparan pelaksanaan Hak Imunitas bagi Anggota
Parlemen baik di Indonesia maupun di beberapa parlemen di dunia,

nampaknya dapat diambil kesimpulan beberapa hal. Pertama, bahwa untuk
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melaksanakan tugas dan kewenangannya, Anggota Parlemen perlu dibekali
suatu instrumen atau perangkat yang menjamin pelaksanaantugas dan
kewenangannya dapat berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan
kepentingan masyarakat. Instrumen atau perangkat ini berupa Hak
Imunitas, yang menjamin Anggota Parlemen untuk bebas berbicara dan
berpendapat dalam rangka melaksanakan tugas dan kewenangannya.

Kedua, dalam pelaksanaan Hak Imunitasnya yang lebih berbentuk
kepada Hak Kebebasan Berbicara (Freedom of Speech) pada prinsipnya
tidak dibatasi, sepanjang dilakukan dalam melaksanakan tugas dan
kewenangannya sebagai Anggota Parlemen, walaupun ada juga beberapa
Parlemen yang membatasi Hak Kebebasan Berbicara ini hanya berada di
dalam ruang Parlemen atau Komite. Ketiga, pelaksanaan Hak Imunitas
berupa Kebebasan Berbicara ini dapat menjadi tidak berlaku pada saat
Anggota Parlemen melakukannya di luar tugas dan kewenangannya, artinya
seorang Anggota Parlemen dapat dituntut di hadapan hukum atas
perbuatan atau tindakannya di luar tugas dan kewenganannya.

Akhirnya, masyarakat dapat mengetahui bahwa Hak Imunitas
merupakan suatu hak yang melekat bagi setiap anggota parlemen.
Keberadaannya menjadikan Anggota Parlemen dapat melaksanakan tugas
dan kewenangannya secara efektif untuk menyuarakan kepentingan bangsa
dan negara. Namun demikian harus tetap dalam koridor ketentuan
perundang-undangan yang berlaku agar tidak terjadi abuse of power.

2. Pengertian dan fungsi DPR
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Sebelum perubahan UUD 1945, sistem ketatanegaraan Indonesia
mengenal Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai lembaga negara
tertinggi. Di bawahnya mendapat lima lembaga negra yang berkedudukan
sebagai lembaga tinggi termasuk DPR. Dalam kedudukannya sebagai
lembaga tertinggi negara, MPR pemegang kekuasaan negara tertinggi
karena lembaga ini merupakan penjelmaan seluruh rakyat Indonesia.
Sementara itu, DPR yang merupakan lemabaga perwakilan rakyat,
dinyatakan DPR adalah kuat dan senantiasa dapat mengawasi tindakan-
tindakan presiden. Bahkan, jika DPR menganggap bahwa presiden sungguh
melanggar haluan negara yang telah ditetapkan oleh UUD 1945 atau oleh
MPR, maka DPR dapat mengundang MPR untuk menyelenggarakan sidang
istimewa guna meminta pertanggungjawaban presiden. y

Setelah amandemen, DPR mengalami perubahan, fungsi legislasi
yang sebelumnya berada di tangan presiden, maka setelah amandemen
UUD 1945 fungsi legislasi berpindah ke DPR."' Pergeseran itu dapat dibaca
dengan adanya perubahan secara substansial Pasal 5 Ayat (1) UUD 1945
dari presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan
persetujuan DPR, menjadi presiden berhak mengajukan rancangan undang-
undang kepada DPR. Akibat dari pergeseran itu hilangnya dominasi
presiden dalam proses pembentukan undang-undang. Perubahan itu penting

artinya karena undang-undang adalah produk hukum yang paling dominan

19 penjelasan UUD 1945 bagian sistem pemerintahannya.
11 pasal 5 Ayat (1) UUD 1945 pasca amandemen.
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untuk menerjemahkan rumusan-rumusan normative yang terdapat dalam
UUD 1945."

Secara umum dipahami oleh masyarakat bahwa fungsi DPR
meliputi fungsi legislasi, fungsi pengawasan, dan fungsi budget. Di antara
ketiga fungsi itu, biasanya yang paling menarik perhatian para politisi
untuk di perbincangkan adalah tugas sebagai pemrakarsa pembuatan
undang-undang. Namun, jika telaah secara kritis, tugas pokok yang
pertamayaitu sebagai pengambil insisiatif pembuatan Undang-undang,
dapat dikatakan telah mengalami kemunduran serius dalam perkembangan
akhir-akhir ini. Biasanya dalam berbagi konstitusi negara-negara berdaulat
diadakan perumusan mengenai tugas pembuatan undang-undang (legislasi)
dan tugas pelaksanaan undang-undang itu (eksekutif) ke dalam dua
kelompok pelembagaan yang menjalankan peranan yang berbeda. Meskipun
demikian apabila di telaah secara mendalam, sesungguhnya tidak satupun
konteks konstitusi maupun praktek dimanapun yang memisahkan cabang-
cabang-cabang kekuasaan legislatif dan eksekutif itu secara kaku. Baik
dalam rumusan formal apalagi dalam kenyataan praktik. Fungsi-fungsi
legislatif dan eksekutif selalu bersifat tumpang tindih."?

Setelah terjadinya perubahan, beban tugas dan tanggung jawab DPR
menjadi bertambah berat. Akan tetapi, itulah yang seharusnya dilakukan

karena salah satu fungsi DPR adalah menjalankan fungsi legislasi, di

2Titik Triwulan Tutik, Konstruksi Hukum Tatanegara Indonesia pasca amandemen UUD 1945,
(Jakarta: Kencana, 2011), hal. 191-192.

13 Jimly Asshiddigie, Pergumulan peran pemerintah dan parlemen dalam sejarah telaah
perbandingan konstutusi berbagai negara, (Jakarta: Ul Press, 1996),. hal. 95.
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samping fungsi pengawasan. Pergeseran kewenangan membentuk undang-
undang dari sebelumnya di tangan Presiden dan dialihkan kepada DPR
merupakan langkah kosntitusional untuk melakukan secara tepat fungsi-
fungsi lembaga negara sesuai bidang tugasnya masing-masing yakni DPR
sebagai lembaga pembentuk undang-undang (kekuasaan legislatif) dan
presiden sebagai lembaga pelaksana undang-undang (kekuasaan eksekutif).
Perubahan UUD 1945 yang tercakup dalam materi tentang Dewan
Perwakilan Rakyat dimaksudkan untuk memberdayakan DPR dalam
menjalankan fungsinya sebagai lembaga perwakilan yang dipilih oleh
rakyat untuk memperjuangkan aspirasi dan kepentingannya. Rumusan pasal
20 ayat (5) hasil perubahan kedua UUD 1945 di atas dipandang sebagai
solusi jika terjadi kemacetan atau penolakan dari Presiden untuk
mengesahkan rancangan Undang-Undang yang telah disetujui bersama
dengan DPR. Secara hukum, hak tolak Presiden menjadi tidak berarti
karena suatu rancangan undang-undang yang telah disetujui akan tetap
menjadi undang-undang tanpa pengesahan presiden.14
Mengenai fungsi dan hak lembaga DPR serta hak anggota DPR

yang diatur dalam pasal 20A, berbunyi sebagai berikut:
(1) Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran,

dan fungsi pengawasan.
(2) Dalam melaksanakan fungsinya selain hak yang diatur dalam pasal-

pasal lain undang-undang dasar ini, Dewan Perwakilan Rakyat

mempunyai hak interplasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat.

(3) Selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-undang Dasar
ini, setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak

4 Ni’matul Huda, Hukum Tatanegara Indonesia, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012),. hal. 177.
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mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat serta hak
imunitas.
(4) ketentuan lebih lanjut tentang hak Dewan Perwakilan Rakyat dan hak
anggota Dewan Perwakilan Rakyat diatur dalam undang-undang.
Ketentuan ini dimaksudkan untuk menjadikan DPR berfungsi secara
optimal sebagai lembaga perwakilan rakyat sekaligus memperkokoh
pelaksanaan checks and balance oleh DPR. Akan tetapi, sejumlah ahli
hukum tata negara menilai bahwa perubahan ini justru telah menggeser
eksekutif ke arah legislatif sehingga terkesan bukan keseimbangan yang
dituju melalui perubahan UUD 1945, tetapi DPR ingin memusatkan
kekuasaan di tangannya."
B. Tugas dan Wewenang DPR
Sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa amndemen UUD 1945
telah menempatkan DPR sebagai lembaga legislasi yang sebelumnya
berada di tangan presiden. Dengan demikian DPR memiliki fungsi politik
yang sangat strategis, yaitu sebagai lembaga penentu arah kebijakan
kenegaraan. Dalam tugas dan wewenang keberadaan DPR sangat dominan,
karena kompleksitas dalam tugas dan wewenangnya tersebut yaitu:
a. DPR mempunyai kekuasaan untuk membentuk undang-undang
b. Setiap RUU Dibahas oleh DPR dan presiden untuk mendapat
persetujuan bersama.

c. Jika RUU itu tidak mendapat persetujuan bersama, RUU itu tidak

boleh diajukan lagi dalam persidangan DPR masa itu.

% Ni’matul Huda, Politik Ketatanegaraan Indonesia Kajian Terhadap Dinamika Perubahan
UUD 1945 (Yogyakarta: FH Ul Press, 2003), hal. 30.
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d. Presiden mengesahkan RUU yang telah disetujui bersama untuk
menjadi UU.

e. Dalam hal RUU yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan
oleh presiden dalam waktu tiga puluh hari sejak RUU itu disetujui,
RUU tersebut sah menjadi UU dan wajib diundangkan.'®

Selain berkaitan dengan proses legislasi, dalam kewenangannya

DPR sebagai penentu kata putus dalam bentuk memberi “persetujuan”

terhadap agenda kenegaraan yang meliputi:

1) Menyatakan perang, membuat perjanjian, perjanjian dengan negara
lain."”

2) Membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat
yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyatyang terkait dengan
beban keuangan Negara.'®

3) Menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang menjadi
undang-undang. "’

4) Pengangkatan Hakim Agung.”

5) Pengangkatan dan pemberhentian anggota Komisi Yudisial.”'

Agenda kenegaraan lain yang memerlukan “pertimbangan” DPR

yaitu pengangkatan Duta, menerima penempatan duta negara lain,

pemberian amnesti dan abolisi. Kekuasaan DPR semakin komplit dengan

=

® Pasal 20 UUD 1945 pasca-amandemen.

" Pasal 11 Ayat (1) UUD 1945 pasca-amandemen.
Pasal 11 Ayat (2) UUD 1945 pasca-amandemen.
Pasal 22 Ayat (2) UUD 1945 pasca-amandemen.
Pasal Pasal 24A Ayat (3) UUD 1945 pasca-amandemen.
! pasal Pasal 24B Ayat (3) UUD 1945 pasca-amandemen.
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adanya kewenangan untuk mengisi beberapa jabatan strategis kenegaraan,
yaitu memilih anggota Badan Pemeriksa Keuangan, menentukan tiga dari
sembilan orang hakim kostitusi, dan menjadi institusi yang paling
menentukan dalam proses pengisian lembaga non-stafe lainnya seperti
Komisi Nasional HAM, Komisi Pemili, selain juga adanya keharusan untuk
meminta pertimbangan DPR dalam pengisian jabatan Panglima TNI,
Kepala Kepolisian Negara RI (Kapolri).22

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, berdasarkan pasal
20A Ayat (2) UUD 1945 jo. Pasal 27 UU No. 22 Tahun 2003 tentang
sususnan dan kedudukan MPR, DPR, DPD, DPRD menyatakan sebagai

lembaga perwakilan rakyat DPR memiliki hak, antara lain:

1. Hak Interpelasi, yaitu hak DPR untuk meminta keterangan kepada
pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis

serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

2. Hak Angket, yaitu hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap
kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas
pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang diduga bertentangan

dengan peraturan perundang-undangan.

3. Hak menyatakan pendapat, yaitu hak DPR untuk menyatakan pendapat

terhadap kebijakan pemerintah atau mengenai kejadian luar biasa yang

22 Titik Triwulan Tutik, Konstruksi Hukum TataNegara Indonesia Pasca Amandemen UU 1945,
hal. 194.
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terjadi di tanah air disertai dengan solusi tindak lanjut dari hak

interpelasi dan hak angket.

Sementara di luar hak institusi, anggota DPR juga memiliki hak,
diantaranya mengajukan RUU, mengajukan pertanyaan, menyampaikan
usul dan pendapat, Imunitas. Dan dalam penggunaan hak angket DPR
dapat melakukan pemanggilan paksa. Kalau panggilan paksa itu tidak

dipenuhi tanpa alasan yang sah, DPR dapat melakukan penyanderaan.
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